: 5.05.02.2.01.0001.5.1.02.02.01.0026

Fasiitasi, Pelaksanaan dan Evaluas Penelitian dan Pengembangan Bidang
Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Nama Rekening : Belanja lasa Tenaga Administras|
Jumiah Anggaran (DPA) : 18,000,000.00
Jumiah Anggaran (DPPA) : 18,000,000.00

BUKL PEMBANTU SUB RINCIAN OBYEK BELANIA
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PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

Kode Relkenkng
Buky Kas No.

Tanggal

Terima Dan

Banyaknya Uang

Untuk

KWITANSI

| 5,05.02,2.01.0001.5.1.02.02.01.0026
. Q0%

|||||||||||||||||||||||||

. Bendahora Pengaluaran BADAN PENELITIAN OAN PENGEMBANGAN

DAERAH

== SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH ==

¢ BELAMIA JASA TENAGA ADMINISTRASI KEGIATAN PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN BIDARG FPENYELENGGARAAN  PEMERINTAHAN  DAN
PENGKAJIAN PERATURAN SUB KEGIATAM FASILITASI, PELAKSANAAN DAN
EVALUAS] PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGARAAN
OTONOMI DAERAH BULAN AGUSTUS TAHUN ARGLARAN 1024

NIP. 198003202014102001

Jumlah Vang Rp. 1.500.000,- |




ND. DAFTAR: 00213/5056000000020000/2024
DAFTAR: BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN SUB KEGIATAN FASILITASI,
PELAKSANAAN DAN EVALUAS| PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN
OTONOMI DAERAH BULAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2024
Womor | Tanggal 5K - ITTisetda/ 1 BE.ATAHUN 2024 / 11 Januarl 2024

Hegiatan : 5,08.62.2.01 | Penslitian dan Pengembengan Bidang Penyelenggaraan Pemerntahan dan Pengkajlan Peraturan
Sub Kegisisn B.08.02.2.01 0001 | Fasilitasi, Pelaksansan dan Evaluasl Pensiilian dan Pengembangan Bideng
* Penyelenggaraan Oionomi Dasmhb
Ramoning © 5.1.02.02.01.0004 / Belanja Jana Tenags Adménistrasi
Jumilah Jarminan Jumish
Jurntah Jumniah BrRIS
JABATAN I Jumiah Total Harl |PPh|PPh.I1 Yang
L':. Hama | NPYWP PANGHAT 1WM mﬁjhw mlﬂﬂ:l"_'lﬂ Tus | (15%) | (5%) | Diterima Tanda Tangan
(Rp.) {FHT) (Rp)
1 2 3 4 ] B T a ] 10 1 10 1
1| SAPW MALLUSE|, B.E Jnad Al 180008 w1 1.800.000 43| 00 1.3TROET |
PaanjanPorsaan 4
4 04T B4 5821 003 Harja (Narhan | =
Tenags Kontes
Rekening @ 130201 06000507654
SUNL & 1.550.000 36433 | BSS00 137047 |
TERBILANG: SATU JUTA LIMA RATUS RIBL RUPIAH

Makassar, 2o §-553

KABID. PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN EERTIAKAMN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBUAT DAFTAR

oo
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BUKTI PEMBAYARAN VIA VIRTUAL ACCOUNT Em PEMBAYARAN VIA VIRTUAL ACCOUNT
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PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
SEKRETARIAT DAERAH

Satan Achrad Yars Momer 2. Bulo Gadeng Ujumg Pandang Kots Makssss: Sulawes Ssiaten Kode Fos 80111
Talapon (0411) 3618006 Feusimile (0411) 3634247
Lrraln e i o il el mep o S e L i )

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR: 277 /SETDA/ 188.4 /TAHUN 2024
TENTANG

PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN BELAN.JA JASA TENAGA ADMINISTRASI
SERTA BELANJA IURAN JAMINAN/ASURANSI BAGI NON APARATUR SIPIL
MEGARA PADA SUB KEGIATAN FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANC PENYELENGGARAAN
OTONOMI DAERAH PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

Menimbang . a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kelancaran
Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksansan dan Evaluasi
Penelitian dan Pengembangan Bidang
Penyelenggaraan Otonomi  Daerah  pada Badan
Penelitian dan pengembangan Daerah Kota Makassar,
dipandang perlu adanya Tenaga Administrasi untuk
pelaksanaan kegintan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan scebagnimana
dimaksud dalam huruf a, maka periu ditetapkan
Keputusan Sekretans Daerah kota Makassar lentang
Penunjukan dan Pemberian Belanjn Jasa Tenagn
Administrasi serta Belanja luran Jaminan/Asurans
bagi Non Aparatur Sipil Negara pacda sub Kegiatan
Fasilitasi, Pelaksanaun dun Evaluasi Penclitian dan
Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi
Daerah Pada Badan Penelitian dan pengembangan
Dacrah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024,

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 195% tentang
Pembentukan Daerah Tingkat ! di
Sulawesi [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1950 Nomor 74, Tambahan Lemboran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistern Perencanaan  pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 4421,




3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

6.

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tah 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Nomor 5601) sebagaimana
telaly diubah tegakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 tahun 2023 tentang Indonesia Penetapan Peraturan
'&mﬂ]!ﬂh Hengpant] uwm Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomer |41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856),

Undang-Undang Nomer 30 Peraturan Pemerintah
Nomor 230 Tabun 2014 tentang Administrasi
Pemnerintahan | baran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 292, Tuambahan Lembaran Negara
Republik Indoresia Nomor 5601) sebagaimana telah
diubah terakhlr dengan Undang-Undang Nomor 6
takun 2023 tenkang Penctapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang
[Lembaran Negarn Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomgr 6856);

Peraturan Pemé¢rintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
Peraturan Meriter]i Dalam Negeri Nomor 77 Tehun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Perangkat Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peranghat
Daerah [Lembdran Daerah Kota Makassar Nomor 8
Tahun 2016) |sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun
2023 tentang | Perubahan Daerah atas Peraturan
Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan | dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Datrah Kota Makassar Nomor 8 tahun

2023);

Peraturan Daegah Kota Makasar Nomor 6 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran

Deerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 6];




Memperhatikan

Menctapkan

KESATU

KEDUA

Makassar Nomor 32 Tahun 2023
tentang Ped Pengelolaan Tenaga Pendukung Non

Keputusan Daerah Kota Makassar Nomor :
3475/188.4.45/Tahun 2023 tentang Pengangkatan
Tenaga Pendukung Non ASN sebagai Laskar Pelangi
Pemerintah Kota M.iltmna.r Tahun Anggaran 2024,

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR
TENTANG PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN BELANJA
JASA TENAGA ADMINISTRASI SERTA BELANJA IURAN
JAMINAN/ BAGI NON APARATUR SIPIL
NEGARA PADA| SUB KEGIATAN  FASILITASI,
PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN | BIDANG  PENYELENGGARAAN
PADA BADAN PENELITIAN DAN
DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN

PENGEMBANGAN
ANGGARAN 2024, ,
Menunjuk 1{satu) Tenaga Administrasi pada’ Sub
Fasilitasi, Pelaks dan Evaluasi Penelitian A dan
Pengembangan Bi Penyelenggaraan Otonomi Daerah
pada Badan Penelitian dan pengembangan Daerah Kota
Makassar Tahun Apggaran 2024

Kepada 1 (satu) Orang Non ASN Tenaga Administrasi

schagaimana di ud Diktum KESATU, diberikan
Belanja Jasa nistrasi serta Belanja Juran
Jaminan/Asuransi bagi Non Aparatur Sipil Negara pada
sub kegiatan ilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi

Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan

a. Belanja Jasa
1.500,000,00 /

b. Belanja luran/ Jaminan asuransi:

1. Kesehatan : Rpl41.000 ﬂﬂ_.-'ﬂmngjﬂulln
2. Kecelakaan a: Rp3.600,00/Orang/Bulan
3. Kematian : Rp4.500,00/ Orang/Bulan




KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Tembusan.

Pemberian Belanja Jasa sebagaimana dimaksud Diktum
KEDUA, diberikan sebagai Penunjang pelaksanasn tugas
pida Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan
Otonomi Daerah  Pada  Badan  Penelitian  dan
pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran
2024,

Segala buaya yang timbul sehubungan dengan
pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Kota Makassar melalui
Dokumen Pelaksana Anggaran Badan Penelitian dan
pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran
2024,

Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanasn
keputusan Sekretans Daerah Kota Makassar tentang
Penunjukan dan Pemberian  Belanja  Jasa Tenaga
Administrasi serta Belanja luran Jaminan/ Asuransi Bagi
Non Aparatur Sipil Negara pada sub Kegiatan Fasilitasi,
Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan
Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah pada Badan
Penelitian dan pengembangan Daerah Kota Makassar
Tahun Anggaran 2024 akan dintur dan
dipertanggungjawabkan lebih lanjut oleh Kepala Badan
Penelitian dan pengembangan Daerah Kota Makassar.

Keputusan ini mulai berlnku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
wicle Lirteanl @ A1 JM‘ 202U

I Wali Kota Makassar i Makassar:

1. Inspektur Daerah Kota Makassar di Makassar,

4 Kepala BFEKAD Kotn Makassar di Maknssar,

4. Kepala Badan Perencanasn dan Pembangunan Desruh Kots Makassar di Makassar:
5 Kepals Dadan Penelitian dan pengembang:n Darrah Kota Makassar di Makasssr,
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar di Makassar,

7. Masing-masing vang bersangkutan untuk diketahui.




PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

(BALITBANGDA)
Julast Jenideral Alimad Yani No. 2 Makissas K111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA MAKASSAR
NOMOR : 070.04/20/KEP/1/ 2024

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI
SERTA BELANJA IUARAN JAMINAN / ASURANSI BAGI NON APARATUR
SIPIL NEGARA PADA SUB KEGIATAN FASILITASI, PELAKSANAAN DAN
EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG
PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH PADA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA HADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR

Menimbang © 0. bahwa  untuk  kelancaran tugas-tugas  Pemerintahan,
Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah pada
Badan Penelitinn dan Pengembangan Daerah Kota Moakassar,
dipandang pertu memberikan pemberian belanja jasa tenaga
aadministrasi serta belanja juaran jaminan / asarans: bag
non aparatur sipidl negara pada sub kegintan  fasilitasi,
pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan
bidang penvelenggaraan  otonomi  dacrah  pada  Badan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun
Angparan 2024

b. bahwa untuk maksud lersebutl di atas, perlu ditetapkan

dengan  Keputusan Kepala Badan Peneliian  dan
Pengembangan Daerah Kota Makassar.

Mengingat I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 i(enlang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Sulawesi [Lembaran
Negara Republik Indonesin Tabun 1959 Nomor 74, tambahan
Lembaran Negars Republik Indonesin Nomor 1822,

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelengenra Negara vang Rerxih dan Reban dari Koropsi
Kolus: dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomaor
JB51);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang heuangan
Negaia (Leidsan Negaro Repullik Ioduiesia Tabua 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4 286);

4, Undang-Undang  Nomaor 1 Tohun 2004 twntang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negarm Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tembahan Lembaran Negaro
Republik Indonesin Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeniksaan
Pengelolaan  dan  Tanggungjawanb  Keuangan  Negara
(Lembarnn Negnrs Repuhlik Indoneain Takhun M4 Noamor B
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Ll fafiTh




2

6. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 2004
Nemor 126, Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomaor 4438);

Tahun 2011 Nomor B2, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 5234);

8. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana tclah diubah
dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubashan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20135 Nomor 58,
Tambahanlembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S679);

10. Pesaturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomar 4578];

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoneaia Nomor 5165);

12, Perataran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturnn Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangnn Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor B Tabun 2016
tentang perubahan ketiga Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8
Tahun 2016);

14, Pernturan Daerah Kota Muakanssar Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pokok Pokok Pengelolaen Keuangan Daerah
(Lembaran Dacrah Kota Malkassar Nomor 4 Tahun 2009);

15, Permturan Dmnhﬂummkn_rﬁumri'rlhm_{ 2042
tentang Pengelolsan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2); !

16. Peraturan Daernh Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Makassar Tahun Anggaran 2024; _

17. Peruturan Walikots Malussur Nomor 93 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daecrab Kota
Makassar Tahun Anggaran 2024;

1R @t Kemittitaan Qebretarin Deermb Knte Malossaar Nomor




KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

| 3

tentang tan Tenaga Pendukung Non ASN sebagai
Laskar Pelangi Tahun Anggaran 2024, |

19, Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Makassar Nomor
277 /SETDA/ 188.4 /TAHUN 2024 Tanggal 11 Januan 2024
tentang penunjuksn dan pemberian belanja jasa tenaga

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUBAN 2 EKEPALA  BADAN PENELITIAN DAN
ANG

PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENT,

PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN BELANJA JASA TENAGA
ADMINISTRAS! SERTA BELANJA IUARAN JAMINAN /
ASURANSI BAGI NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA SUB
KEGIATAN FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG
PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH PADA w
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH A
MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024, |

Memberikan jasa administrasi serta pemberian jasa
tenaga administrasi serta belanja jvaran jaminan /

bagi non aparatur sipil negara pada sub kegiatan fasilitasi,
pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang
Pengembangan Daerah Kota Makassar pada nama-nama
sebagai berikut : '

PELAYAMAN
® JASA

| PEREANTORAN

Pemberian belanja jasa tenaga administrasi seria J;clln]u
iuaran jaminan / asuransi bagi non aparatur sipil negara pada
mbhﬁﬂmhﬂﬁmwnmm.ﬂp:@uﬁm
dan pengembangan bidang penyelenggaraan otonomi daerah
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU,| akan
dibebankan pada Angguran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Makassar Tahun 2024 melalui DPA Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kota Makassar;

Segala biaya yang timbul dulam pelaksanaan Kepu ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab
Kota Maksssar Tahun Anggaran 2024 melalui DPﬁiBndn.n
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar;

|

: Keputusan ini mulal berlaku pada tanggal ditetaplan.




Ditetapkan di Makassar

pada tanggal 18 Januari 2024
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN

hmmmmmum

3 Masing- masing vang bersungkutan;
4. Pertinggal




